PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 38
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, perubahan kebijakan dan/atau
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Peraturan
Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman Perangkat
Daerah untuk penetapan Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Wali Kota Serang Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023;

Mengingat .....



Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4700);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan .....



8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

10.

11,

12

13.

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019
Nomor 10);

14. Peraturan .....



Menetapkan

14.

15

16.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Serang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 38 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN 2018-2023.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 38 Tahun 2019

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Serang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 38)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 90 Tahun

2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun
2021 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

BAB 11

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Kedua Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun
2018-2023.

(2) Perubahan .....



(2) Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota
Serang Tahun 2018-2023.

(3) Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3
(1) Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan

sistematika paling sedikit memuat:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

c. BABIII : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
d. BABIV : Tujuan dan Sasaran;

e. BABV : Strategi dan Arah Kebijakan,;

f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
g. BABVII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

h. BAB VIII : Penutup.

(2) Isi beserta uraian Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4
Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Kedua Renstra
Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Kepala
Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-
2023,

Ketentuan BAB IV Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga Bab IV Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
(1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian
dan evaluasi setelah Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2018-2023 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian
melalui Peraturan Wali Kota.
(2) dihapus.
(3) Tata cara penyusunan Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASALTI .....



Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk

Wali Kota

5

pengundangan Peraturan

ni dengan penempatannya dalam Berit

[unren

rah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Desember 2022
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Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Desember 2022
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BERITA DAERAH KOTA SERANG TAAHUNN 2022. NOMOR 264



	PERWAL KOTA SERANG NOMOR 68 TAHUN 2022
	2023-07-27-15-18-43-01

